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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Tanah adalah sumber daya alam yang tersusun dari mineral dan bahan 

organik, tanah juga merupakan salah satu faktor penunjang kehidupan di Bumi1 . 

Tanah yang ada sekarang ini jumlahnya sangat terbatas dan tidak akan bertambah.  

Menurut Boedi Harsono, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai satu pengertian 

yang telah diberi batasan resmi dalam Undang – Undang Pokok Agraria sebagaimana 

dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam – macam 

hak atas permukaan bumi yang disebut tanah2, sedangkan menurut Sudargo Gautama 

hukum agraria tidak selalu harus berhubungan dengan tanah namun hal hal lain yang 

secara tidak langsung berkaitan dengan tanah3. Jadi menurut penulis di sini tanah 

dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu segi hal yang berkaitan dengan tanah dan yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup 

manusia yang sangat mendasar, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar 

tempat hidup, akan tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi 

kelangsungan hidup semua umat manusia didunia, dapat dikatakan hampir semua 

kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu 

memerlukan tanah.4 

                                                 
1 Junun Sartohadi, Pengantar Geografi Tanah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 14, ISBN 978-602-229- 

  119-0.  
2 Boedi, Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Djambatan, Jakarta, 1999,  

   hal 18.,  ISBN: 979-428-341-X . 
3Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Citra Aditya, Bandung,1993,  hal 15,  

  ISBN: 979-414-524-6.  

4 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko.Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 
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Jika berbicara mengenai tanah maka tidak lepas dari status kepemilikan 

tanah itu sendiri. Menurut Pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 

menyebutkan bahwa Hak Milik digambarkan sebagai Hak yang paling penuh dan 

paling kuat yang bisa dimiliki atas tanah dan yang dapat diwariskan turun temurun. 

Serta suatu hak milik dapat dipindahkan kepada pihak lain. Ini jelas dengan 

diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) yakni yang kemudian menjadi bukti sah 

kepemilikan yang terkuat yang dimiliki oleh individu. Namun masih belum adanya 

kesadaran masyarakat akan mensertipikasi kan tanah nya dan juga masih belum 

baiknya pelayanan sebagian Kantor Pertanahan menyebabkan masyarakat enggan 

untuk mensertipikasi tanahnya5. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri adalah Lembaga Pemerintah 

berada pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala BPN. Sedangkan 

Tugas Kemetrian Agraria dan Tata Ruang menurut Peraturan Presiden Nomor 20  

Tahun 2015 Pasal 2 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara Untuk studi kasus ini, akan berfokus pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lebak yang terletak Jln. Jend. Sudirman Km. 3, Kecamatan 

Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.  

Menurut R. Soeprapto ada beberapa keuntungan jika kita mensertipikasi 

tanah yaitu: 

a. Dengan diperolehnya Sertipikat hak atas tanah dapat memberikan rasa 

aman karena kepastian hukum hak atas tanah; 

                                                 
5 Lampiran 6, Wawancara PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah Lia Gandasaputra SH 
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b. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan; 

c. Dengan adanya Sertipikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih 

tinggi dari pada tanah yang belum bersertipikat; 

d. Sertipikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit; 

e. Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan 

keliru6.  

Dari keterangan R Soeprapto tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas tanah 

dijamin oleh pemerintah karena adanya kepastian hukum hak atas tanah, peralihan 

yang mudah dilaksanakan, masyarakat dipermudah memperoleh akses permodalan 

dengan menggadaikan atau meminjam dana dengan jaminan Sertipikat tersebut, 

karena bank melihat bukti otentik dari kepemilikan tanah tersebut yang berupa 

Sertipikat kepemilikan tersebut.  

Sejak tahun 1981 Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggagas PRONA 

(Proyek Operasi Nasional Agraria) agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat 

membuat Sertipikat atas tanah nya dan juga agar lebih menertibkan administrasi 

pertanahan. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. 

Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses 

pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib 

di Bidang Pertanahan7. Peraturan Prona terakhir diperbaharui pada dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015. Namun pada tahun 2018 

Pemerintahan mencangkan PTSL yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan 

                                                 
6R. Soeprapto,Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, CV Mitra Sari, Jakarta, 1986 hal. 324. 

 
7 Badan Pertanahan Nasional,https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Keputusan-Menteri- 

  Negara/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-189-tahun-1981-1360, diakses 29 April 2019 jam 13:20 WIB.  
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ini merupakan PRONA dengan cakupan yang lebih luas. Menurut Pasal 7 Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 PTSL diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan 

yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), 

CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan 

ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL. Sehingga dapat disimpulkan PRONA merupakan 

bagian dari PTSL itu sendiri karena pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 4 

menyebutkan “Diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan 

PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau 

program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) 

desa/kelurahan PTSL” 8.  

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita melihat perbedaan antara Kasus 

Pertanahan, Sengketa Tanah, Konflik Tanah dan Perkara Tanah menurut Pasal 1 

angka 1 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu :  

a. Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk 

mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. 

                                                 
8 Badan Pertanahan Nasional, https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-

ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik-

indonesia-nomor-6-tahun-2018-75892, , diakses 9 Oktober 2019 jam 13:44 WIB.  

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2018-75892
https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2018-75892
https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2018-75892
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b. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas. 

c. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 

hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak 

luas. 

d. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan 

pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga 

peradilan9. 

Dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa baik Kasus Pertanahan, Sengketa 

Tanah, Konflik Tanah dan Perkara Tanah sama sama merupakan bentuk 

permasalahan yang timbul berkenaan dengan  pertanahan yang melibatkan 

minimal dua belah atau lebih, namun yang membedakan adalah Kasus Pertanahan 

mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mencakup kesemua permasalahan, 

sedangkan kenyataanya dalam masyarakat awam lebih dikenal istilah sengketa 

padahal jika kita mengacu pada peraturan tersebut diatas, masing masing 

mempunyai klasifikasi penggolonganya, sehingga penanganan sebuah 

permasalahan lebih efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus 

lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. 

Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi 

                                                 
9 Badan Pertanahan Nasional https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri- 

  ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangkepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-11- 

  tahun-2016-62491, , diakses 9 Oktober 2019 jam 13:45 WIB.  

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-
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bahwa tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam 

melakukan upaya penanganan kasusnya.  

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan 

untuk:  

a. Mengetahui riwayat dan akar permalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;  

b. Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau 

Perkara; dan  

c. Menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat 

dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya10.  

Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah.  

Dari beberapa hal di atas inilah yang menciptakan masalah yang cukup 

pelik dan ketidakpastian yang bisa terjadi di lapangkan. Hal yang seringkali terjadi 

jika Jual Beli melibatkan Sertipikat Hak Milik PRONA ini adalah konflik antara 

pembeli, penjual, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan BPN, dan karena Atas dasar 

latar belakang masalah  

Pada Studi kasus ini penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan penyelesaian 

jual beli tanah hak milik adat yang tumpang tindih (overlap) dengan 2 (dua) bidang 

tanah sertipikasi hak milik  PRONA, yang terjadi di Desa Selaraja, Kecamatan 

Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. 

                                                 
10 Ibid 
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Topik demikian dipilih penulis karena ini merupakan sesuatu hal yang menarik 

untuk dibahas dari berbagai segi. Masyarakat yang mengalami secara langsung 

kasus ini kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan sama sekali mengenai seluk 

beluk pertanahan sehingga kadangkala berpasrah diri dan menyerahkan urusan 

tanah ini pada pihak pihak yang hanya berorietasi komersial dan tidak 

mengutamakan penyelesaian secara baik dan seusai dengan peraturan perundangan 

bagaimana menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, dan apakah peraturan 

tersebut layak untuk dijalankan dan berbiaya rendah kah? Hal lain yang membuat 

topik ini menarik adalah Sertipikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang 

paling kuat, namun karena ia  merupakan Sertipikat Hak Milik dari Program Prona, 

dan bersinggungan dengan tanah Hak Milik Adat maka manakah yang lebih kuat, 

serta bagaimanakah caranya untuk memutakhirkan data dalam Sertipikat tersebut 

agar tercipta tertib administrasi dalam bidang pertanahan khusunya pada 

Kabupaten Lebak.  

Karena latar belakang tersebutlah maka  thesis ini diberi judul : PENYELESAIAN JUAL 

BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG TUMPANG TINDIH DENGAN TANAH 

BERSERTIPIKAT HAK MILIK PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA). 

(Studi Kasus Pada Desa Selaraja, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak).  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan. Hal ini nantinya akan merupakan pokok pembahasan dalam penulisan 

ini, adapun permasalahan tersebut adalah: 

1. Mengapa terjadi tumpang tindih antara tanah Hak Milik Adat dengan tanah 

Hak Milik bersertipikat? 

2. Bagaimanakah penyelesaian jual beli tanah Hak Milik Adat yang tumpang 
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tindih dengan tanah hak milik bersertipikat? 

1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Penulisan ini nantinya dapat diharapkan menjadi pedoman dalam penyelesaian 

masalah yang timbul di masyarakat khususnya untuk: 

a. Menggambarkan terjadinya tumpang tindih antara tanah Hak Milik adat 

dengan tanah Hak Milik bersertipikat.  

b. Menggambarkan cara menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah yang 

berkaitan dengan jual beli tanah dengan Sertipikat PRONA.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Teoritis: 

a. Mengembangkan wawasan dalam penerapan ilmu hukum 

serta meningkatkan pengetahuan di bidang hukum perdata. 

b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan hukum khususnya yang berhubungan 

dengan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. 

1.3.2.2 Praktis:  

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak 

terkait baik dari pembeli, penjual dan pihak PPAT serta 

Kantor Pertanahan dalam menangani kasus-kasus yang 

berhubungan dengan sengketa tanah yang disebabkan oleh 

Sertipikat PRONA. 

b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat atau siapa saja 

yang mengalami masalah terkait hak atas tanah, khususnya 

yang terkait status hak milik adat dan PRONA. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh pemahaman yang menyatu dan memudahkan pembahasan 

studi kasus ini, maka penulisan studi kasus ini dilakukan dengan sistematika yang 

terdiri seperti sebagai berikut ini:  

  BAB I PENDAHULUAN 

  Disajikan beberapa Sub Bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode 

penulisan dan sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian umum mengenai Tanah, 

Agraria, beserta Hukum Agraria, Hak Hak Penguasaan Atas Tanah, Jenis 

Jenis Hak Atas Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria, Sertifikasi 

Prona, Larasita, dan PTSL.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan ilmah penulis yang 

digunakan dalam tugas akhir ini, serta membahas juga bagaimana penulis 

mendapatkan sumber dan data yang digunakan untuk menganalisa hasil 

penelitian yang terdapat dalam Bab IV.  

BAB IV HASL PENELITIAN  

Dalam bab ini membahas mengenai studi kasus itu sendiri, apa penyebab 

hal ini bisa terjadi. Penulis juga membahas mengenai solusi yang terbaik 

dari berbagai segi untuk menyelesaikan studi kasus tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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  Menyajikan  kesimpulan dan saran mengenai studi kasus tumpang tindih 

tersebut, dan bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, 

sehingga tercipta tertib adminstrasi di Bidang Pertanahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


